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PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN 
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS POLRES SRAGEN) 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan diversi 
yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam menangani tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode penelitian dengan pendekatan 
yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni 
hasil wawancara dan data sekunder dari kepustakaan. Metode pengumpulan data 
dengan wawancara dan studi pustaka. Kemudian data dianalisis dengan metode 
analisis data kualitatif. Upaya pengendalian diversi yang dilakukan anak di bawah 
umur karena melakukan tindak pidana pencurian merupakan penerapan yang 
dilakukan Polres Sragen untuk membantu mempermudah menangani perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila tindak pidana yang dilakukan 
tersebut merupakan tindak pidana pencurian tanpa pengulangan dan ditahan 
selama di bawah 7 (tujuh) tahun. Dengan menganut Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak dan bahkan dari lingkungan masyarakat sebagaimana dilihat 
dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pada Pasal 1 ayat (3). Dalam penerapan diversi ini terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi terlaksananya diversi yang merupakan faktor hukumnya, faktor 
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan 
faktor budaya. 
Kata kunci: diversi, tindak pidana pencurian, anak di bawah umur 
Abstract 
This study aims to determine the application and implementation of diversions 
carried out by the Sragen District Police in handling criminal acts of theft 
committed by minors. The research method with a descriptive empirical juridical 
approach. Data sources consist of primary data, namely the results of interviews 
and secondary data from the literature. Data collection method with interviews 
and literature study. Then the data were analyzed with qualitative data analysis 
methods. Diversion control efforts carried out by minors because of criminal acts 
of theft is an application by Sragen District Police to help facilitate handling 
criminal cases committed by children, if the crime committed is a crime of theft 
without repetition and detained under 7 (seven years. By following Law No. 11 of 
2012 concerning the Criminal Justice System of the Child and get assistance from 
various parties and even from the community as seen from Law No. 11 of 2012 
concerning the Criminal Justice System of Children in Article 1 paragraph (3). In 
the application of this diversion there are factors that influence the 
implementation of diversion which is the legal factor, law enforcement factors, 
supporting facilities or facilities, community factors and cultural factors. 
Keywords: diversion, theft, minors 
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1. PENDAHULUAN
Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan
juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat
terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari
berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan
di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai
negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi
tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di
Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45,
46, dan 47 KUHP dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta
Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan
anak.
Selanjutnya, dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan 
melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 
dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah yang 
belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam 
kandungan.
1
 Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan 
perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak 
pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian 
dapat dikategorikan sebagai anak nakal.
2
Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam 
kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut 
masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga 
1
 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak 
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 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama
karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh 
pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai 
pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak 
penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya 
pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah.
4
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian yang bertujuan: (1) Untuk mengetahui penerapan 
diversi yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam menangani tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. (2) Untuk mengetahui 
pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selanjutnya manfaat 
yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Secara praktis 
penulis berharap penelitian tentang penerapan diversi yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur akan menjadi pengawasan yang khusus bagi orang tua 
dan keluarga. (2) Secara teoritis penulis berharap bahwa orang tua mengerti 
begitu pentingnya peran orang tua itu sangatlah penting bagi perkembangan 
anak, apalagi anak yang sudah memasuki pubertas. 
2. METODE
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan
melakukan penelitian langsung ke lapangan Polres Sragen untuk mengetahui
secara detail masalah yang penulis uraikan. Jenis penelitian yang digunakan
oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif memberikan tujuan supaya para orang tua dan
masyarakat tahu bahwa perkembangan anak di masa pubertas itu sangat
penting dalam pengawasan, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang
negatif.
3
 Darwan Prints,1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 98 
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 Novelina MS dan Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Dikresi Kepolisian dalam Perkara Anak 
Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, hlm. 1 
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Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder 
yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 
data. Data sekunder merupakan juga kumpulan-kumpulan dari buku, makalah 
dan kepustakaan yang lainnya.
5
 Sementara itu, sumber data primer diperoleh
langsung dari narasumber yang dapat diwawancarai secara langsung. Sumber 
data primer merupakan responden individu, internet juga dapat menjadi 
sumber dari data yang diperoleh penulis. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni mengumpulkan data, 
menganalisis data serta dengan cara wawancara ke lapangan dan  
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan makalah-makalah 
yang dapat menunjang penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian yaitu 
penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah 
umur (Studi Kasus Polres Sragen).  
Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah upaya 
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Studi Kasus Penerapan Diversi 
Anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 tahun atau belum 
menikah. Namun dalam Kitab Undang-Undang Perdata ketentuan tersebut 
merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa sesuai dengan Pasal 330. 
Berdasarkan rumusan tersebut dapat diartikan bahwa antara belum dewasa 
dengan dewasa adalah 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 
21 tahun atau pendewasaan sesuai yang diatur di dalam Pasal 419 KUH 
Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “seorang anak yang belum berusia 
18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  
5
 Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 402 
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Selanjutnya, dalam hal ini anak dapat menyebabkan akibat hukum. 
Dalam lapangan hukum menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana. 
Karena adanya berbagai kepentingan yang dapat menyebabkan hukum di 
lingkungan yang hendak dilindungi oleh masing-masing individu, membawa 
akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap rumusan kriteria tentang anak. 
Perumusan anak dalam berbagai masalah telah diatur dalam undang-undang 
tidak memberikan pengertian akan eksepsi anak, melainkan perumusan yang 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anak.
7
 Pembinaan pada anak juga
perlu dilakukan, yang pertama dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. 
Keluarga sangat penting peranannya dalam perkembangan anak karena 
keluarga dapat membentuk karakter pribadi anak sejak kecil. Dengan 
pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak menjadi karakter 
pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik.  
Keluarga juga menjadi tempat yang aman bagi anak untuk 
mengutarakan segala persoalan dan permasalahan. Bahkan pembinaan yang 
dilakukan dalam keluarga belum cukup karena pembinaan di luar keluarga 
juga dapat dilakukan. Karena pembinaan di luar keluarga juga perlu dilakukan 
agar anak tidak mengalami persoalan-persoalan yang dapat merugikan dirinya 
sendiri. 
Dalam penelitian ini kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang 
berinisial I (13 Tahun) yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) di salah satu SMP Karangmalang Sragen. Pelaku melakukan pencurian 
tersebut bersama dengan teman-temannya. Pada hari Rabu, 04 April 2018 
pukul 11.30 WIB merencanakan dengan temannya yang berinisial F untuk 
mencuri di tangsi, dan dibantu oleh kedua temannya yang berinisial RZ dan 
RM. Selepas istirahat sekolah pada pukul 13.00 WIB mereka semua berangkat 
menggunakan sepeda motor Supra dan langsung menuju tangsi, begitu sampai 
mereka menaruh sepeda motornya di rumah kosong samping Polres Sragen. 
Kemudian mereka menuju tangsi dan melakukan aksinya yaitu mengambil 
7
 Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak serta Penerapannya, Bandung: Graha Ilmu, hlm. 5 
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beberapa barang onderdil sepeda motor di Polres Sragen. RM yang 
mengambil karburator kemudian bertugas mengawasi daerah sekitarnya, 
sedangkan I mengambil manipol Yamaha, RZ dan Z mengambil 
shockbrcaker, parsneling dan baut berukuran 10 yang kemudian disimpan 
pada tas yang akan dijual oleh mereka untuk membeli burung akan tetapi 
sebelum mereka jual sudah ketangkap oleh polisi.  
Selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelidikan 
lebih lanjut. Mereka melakukan aksi pencurian tersebut tanpa ada bujuk 
rayuan dari orang lain melainkan tumbuh dari keinginannya sendiri untuk 
melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian penerapan diversi ini 
dilakukan di Polres Sragen, karena Sragen termasuk kota dengan penduduk 
yang banyak serta banyaknya kenakalan remaja yang dilakukan anak pada 
zaman sekarang ini. Penelitian ini berfokus pada kenakalan yang dilakukan 
oleh anak di bawah umur. Daerah Sragen yang luas ini cukup banyak 
kenakalan remaja yang di lakukan oleh anak di bawah umur. Kurangnya kasih 
sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dan juga sebagian besar 
orang tua di luaran sana yang sibuk mencari uang menyebabkan orang tua 
tidak memperdulikan dan memperhatikan perkembangan anak baik di 
lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Selain itu juga dapat 
disebabkan dari perceraian yang dapat menyebabkan anak merasa kurang 
kasih sayang dari orang tuanya. 
3.2 Penerapan Diversi yang Dilakukan oleh Polres Sragen 
1) Penuntutan terhadap Anak
Polres Sragen dalam melakukan diversi sudah melaksanakannya 
sesuai undang-undang anak yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan 
diversi tersebut dilakukan di dalam ruangan yang menjadi tempat kerja 
dari anggota-anggota para pihak yang akan melakukan diversi. 
Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa diversi 
merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversi maka anak 
7 
terhindar dari proses peradilan pidana yang dalam banyak teori yang telah 
didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga 
menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), 
menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat 
kejahatan.
8
Penyidikan yang dilakukan Kepolisian Polres Sragen di lakukan 
berdasarkan karena mereka yang sudah tertangkap tangan dan barang bukti 
berada di dalam tas salah satu dari mereka. Khususnya penyidikan dalam 
hal kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten 
Sragen. Kemudian pihak kepolisian akan bertindak untuk mendatangi 
tempat kejadian perkara, selanjutnya pihak kepolisian melakukan 
penyidikan dengan memanggil saksi-saksi yang bersangkutan guna 
memberikan kesaksian yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menjadikan seseorang yang melakukan tindak pidana 
tersebut menjadi tersangka. 
Namun saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat fakta bahwa 
yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata anak yang masih di bawah 
umur dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam  
penangkapan anak penyidik wajib memperhatikan surat tugas dan surat 
perintah penangkapan kepada yang ditangkap. 
Surat perintah penangkapan tersebut berisi tentang identitas 
tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat 
perkara kejahatan yang tersangka lakukan dan tempat tersangka diperiksa.
9
Dalam proses penyidikan terhadap pelaku anak dari pihak 
kepolisian tidak adanya pemaksaan supaya anak mengaku akan 
kesalahannya, semua keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian 
berdasarkan kejujuran dari pelaku tindak pidana pencurian dengan 
memperlakukan anak secara beda waktu melakukan penyidikan terhadap 
orang dewasa.  Waktu pemeriksaan terhadap pelaku anak yang berinisial I 
8
 http://pn-bangil.go.id/data/?p=207, PENERAPAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN ANAK 
oleh Sofian Parerungan, SH.,MH, tanggal akses 14 Oktober 2015 Pukul 09.30 WITA. 
9
 Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, hlm. 39 
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tersebut pihak kepolisian didampingi oleh psikiater, Dinas Sosial dan 
orang tuanya.
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2) Penerapan Diversi terhadap Anak
Menurut penulis dalam sistem pemidanaan terhadap residivis anak 
pada kasus di atas tidak dijatuhkan secara begitu saja, namun masih 
mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam dakwaan apakah 
terbukti atau tidak. Namun juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki 
anak dan kepentingan-kepentingan anak untuk masa depannya. Hal ini 
telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) 
yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi 
pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. 
Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan,  
sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang 
tidak umum  dan diluar aturan yang berlaku di masyarakat.  
Disamping itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga 
disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu 
yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak 
keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat dimana individu itu hidup.
11
Dari penerapan diversi yang dilakukan Polres Sragen terhadap 
kasus anak yang mencuri onderdil sepeda motor di Tangsi Polres Sragen 
telah memenuhi peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak yang sudah ditetapkan. Undang-undang dalam Pasal 
364 KUHP telah menyebutkan bahwa “perbuatan yang diterangkan dalam 
Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan 
10
Anik Widiastuti, Anggota Unit PPA, Wawancara Pribadi, Sragen, 15 Mei 2018, pukul 12.00 
WIB 
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Romli Atmasasmita, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Yogyakarta: Total Media, hlm. 294 
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dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri 
tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 
banyak dua ratus lima puluh rupiah”.  
Polres Sragen tidak berani mengambil langkah di luar peraturan 
yang sudah ditetapkan dalam undang-undang karena dapat mempengaruhi 
psikis anak apabila melakukan hal kekerasan terhadap anak dan anak akan 
menjadi tidak baik bahkan melakukan tindak pidana yang lebih kejam. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak Polres Sragen pada tahun 2016-2017 kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dalam hal pencurian mengalami penurunan. Karena 
Polres Sragen telah menerapkan diversi sesuai undang-undang yang telah 
ditetapkan oleh peraturan dan perlindungan anak. Polisi telah melakukan 
semua penerapan diversi sesuai prosedur dan menjadikan anak supaya jera 
dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, anak juga tidak 
mengalami kekerasan dalam tingkat penyidikan yang dilakukan pihak 
kepolisian.  
Mekanisme dalam penyelesaian penerapan restorative justice 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 
menggunakan cara mediasi atau musyawarah dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik 
anak. 
Restorative justice merupakan sebuah mediasi dimana semua pihak 
yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari 
penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak 
pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa akan 
datang.
12
 Oleh karena itu pihak kepolisian harus mengadakan mediasi
terlebih dahulu terhadap kedua belah pihak untuk menyelesaikan 
12
Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum 
Pidana, Jakarta: Universal Trisakti, hlm. 3.   
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permasalahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur supaya anak tidak 
mengalami tertekan dan mengalami gangguan dalam psikisnya. 
Penyelesaian mediasi ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak 
ada kerjasama antara pelaku, korban, masyarakat dan penyidik. Penyidik 
atau pihak hukum hanya sebagai gerbang dari Sistem Peradilan Anak dan 
pihak yang berwenang menetukan posisi anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
3) Peran Masyarakat dalam membantu polisi
Untuk mempermudah dan efektif dalam penerapan diversi pihak 
kepolisian membentuk satu tim khusus yang sudah dilatih dalam 
penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, 
sehingga pihak kepolisian dapat turun tangan langsung menangani 
masalah dan berbaur kepada masyarakat. Dengan demikian bisa 
mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi dan mencari solusi 
dengan menggunakan mediasi pendekatan restorative justice melalui 
mekanisme diversi.
13
Dari peran masyarakat di atas diharapkan masyarakat dapat 
membimbing dan mengarahkan anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian untuk berkelakuan baik. Dalam lembaga pemasyarakatan anak 
mendapatkan bimbingan serta arahan untuk tidak mengulangi perbuatan 
yang telah dilakukannya. Karena dalam perkembangan anak sangat 
terpengaruh di lingkungan daripada lingkungan keluarga yang utuh. Anak 
yang memiliki keluarga pisah atau bercerai atau bahkan merantau ia akan 
kekurangan kasih sayang maka dari itu peran lingkungan sangat 
mempengaruhi perkembangan anak yang baru pubertas.  
Anak yang mengalami kesulitan dalam perekonomian karena 
ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga 
anak dapat melakukan tindak pidana kriminal, contohnya seperti mencuri. 
Hasil curian yang mereka dapatkan kemudian mereka jual untuk 
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mendapatkan uang atau bahkan akan mereka gunakan sendiri karena rasa 
keinginan untuk memiliki sepeda motor yang tidak dituruti oleh orang 
tua.  
Dalam kasus seperti ini pentingnya pengawasan dari orang tua 
maupun kepolisian harus dilakukan terhadap anak, jadikan anak sebagai 
teman atau bahkan sahabat supaya anak tidak kekurangan kasih sayang. 
Pihak kepolisian yang memberikan pengawasan terhadap anak seharusnya 
tegas agar anak tidak menggulangi perbuatan-perbuatan yang akan 
merugikan dirinya sendiri dan orang lain. 
3.3 Penerapan Diversi yang di lakukan oleh Polres Sragen 
Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem 
peradilan pidana yang terkait di dalam kasus-kasus ABH. Polisi, kejaksaan 
dan pengadilan serta pembimbing kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, 
advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai institusi atau lembaga 
yang menangani anak yang berhubungan dengan hukum mulai dari anak 
bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan 
dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan 
ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan 
dalam intitusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative.
14
Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Polres Sragen awalnya 
melakukan mediasi antara korban dan pelaku, melibatkan BAPAS (Balai 
Pemasyarakatan), Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan penahanan terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian diperlakukan beda dengan 
penahanan yang dilakukan kepada orang dewasa. Apabila mediasi dengan 
para pihak tersebut berhasil akan diadakan dengan agenda diversi sesuai 
dengan peraturan yang telah ada, seetelah agenda diversi tersebut telah selesai 
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penyidik. Dalam penahanan tersebut melibatkan pemerintah daerah atau 
disebut dengan save house.  
Pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian tetap dalam pemantauan dari BAPAS meskipun bebas di luar dan 
absen di luar, akan tetapi anak yang telah dijadikan tersangka dan akan 
menjalankan diversi tidak boleh keluar dari Sragen. Undang-Undang No 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 94. Sementara itu, 
dalam ketentuan melaksanakan diversi diatur dengan Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada 
Pasal 4. 
Dari ketentuan pelaksanaan pada pasal di atas Polres Sragen sudah 
melaksanakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur yang diupayakan dalam diversi. Dalam pelaksanaan 
diversi terdapat keadilan, keadilan menurut John Rawls merupakan struktur 
dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kewibawaan, kebebasan, 
pendapatan, kesempatan dan kesejahteraan terpenuhi. Pihak kepolisian dapat 
mengupayakan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana tanpa harus menggunakan jalur di pengadilan yang akan membuat anak 
menjadi trauma dan diasingkan dalam masyarakat. 
Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan penahanan anak 
yang dilakukan dengan cara memantau kegiatan anak meskipun anak tidak 
ditahan dan tetap melakukan absen di Polres Sragen setiap hari Senin dan 
Kamis, meskipun anak akan melakukan kegiatan di luar Sragen akan ada 
pengawasan dari pihak penyidik. Namun dalam kendala upaya pelaksanaan 
diversi pada tingkat penyidikan di Polres Sragen yang berdasarkan Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum 
profesional karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana menyebabkan 
polisi penyidik masih lemah dalam menangani kasus yang dilakukan oleh 
anak, bahkan kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi penyidik 
mempengaruhi proses penanganan terhadap anak tidak efisien dan kurang 
memadai. 
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Meskipun pelaksanaan diversi sebagai bagian dari restorative justice 
sudah dikenal sebagai alternatif dalam melakukan penyelesaian tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dan sudah mendapat 
dukungan dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan dari 
banyak pihak namun masih mendapatkan banyak hambatan yang dihadapi 
oleh sistem Peradilan Pidana yang merupakan:
15
 (1) Pemahaman yang berbeda
dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara 
penegak hukum, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana anak berhadapan 
dengan hukum selama proses peradilan (pra dan paska peradilan), (3) 
kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial 
anak nakal. 
Kesadaran hukum yang rendah ataupun tinggi  dalam masyarakat akan 
mempengaruhi pelaksanaan hukum, kesadaran hukum yang rendah akan 
mmpengaruhi pelaksanaan huku, baik tingginya pelanggaran yang dilakukan 




Pertama, upaya mengendalian diversi yang dilakukan anak di bawah 
umur karena melakukan tindak pidana pencurian  merupakan penerapan yang 
dilakukan Polres Sragen untuk membantu mempermudah menangani perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila tindak pidana yang dilakukan 
tersebut merupakan tindak pidana pencurian tanpa penggulangan dan ditahan 
selama di bawah 7 (tujuh) tahun. Dengan menganut Undang-Undang No 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak dan bahkan dari lingkungan masyarakat. Karena 
dilihat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 
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telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.  
Kedua, dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Polres Sragen sudah 
sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan 
peradilan pidana anak. Karena pihak Sragen tidak berani mengambil 
keputusan atau tahap penyidikan di luar Undang-Undang Anak. Dari 
ketentuan pelaksanaan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 4 Polres Sragen sudah 
melaksanakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur yang diupayakan dalam diversi. Dalam pelaksanaan 
diversi terdapat keadilan, keadilan menurut John Rawls merupakan struktur 
dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kewibawaan, kebebasan, 
pendapatan, kesempatan dan kesejahteraan terpenuhi. 
4.2 Saran 
Pertama, kepada penyidik Polres Sargen, sebaiknya dalam kendala 
menerapkan penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur penyidik Polres Sragen lebih banyak 
untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan dalam menangani kasus yang 
dilakukan oleh anak.  
Kedua, kepada para orang tua, sebaiknya pengawasan orang tua 
semakin memperketat karena anak masih gampang terpengaruh dari 
lingkungan, supaya tidak terjadi tindak pidana pencurian di kalangan anak 
meskipun ada cara menyelesaiakan kasus anak dengan mengupayakan diversi 
atau berdamai dengan para pihak.  
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